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SIDANG DIBUKA PUKUL 19.03 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Ya, baik kita mulai. Sedikit terlambat 3 menit, kita tadi menunggu
selesainya azan isya di masjidnya Mahkamah Konstitusi.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai persidangan. Sidang
dalam Perkara PHPU Pileg untuk Perkara 08, 73, 67, dan 110. Dengan
ini, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan Perkara 08, perorangan
DPD ini tapi ... ya, Termohon[sic!], saya persilakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]
Waalaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:19]

Perkenalkan, kami atas nama Johanis John Lamalo, S.H., bersama
dengan Bapak Krisna Dinata sebagai Kuasa Hukum dari Peserta Pemilu
DPD Nomor Urut 15, Ibu Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Baik, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:53]

Kami akan membacakan terkait Permohonan kami. Kalau
diizinkan, Yang Mulia, kami membacakan kembali (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:06]

Membaca kembali Petitumnya, apakah kami membacakan alat
bukti tambahannya?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Sudah, itu sudah selesai. Waktunya Pemohon sudah selesai,
sekarang Termohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:18]

Oh, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]
Nanti kalau ada bukti tambahan, disahkan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:24]

Oke.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]
Silakan, Termohon.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:30]
Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]
Itu dimatiin!
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:36]

Ya, perkenalkan saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Law
Office Saleh And Partners. Yang pada kesempatan kali ini, akan
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membacakan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia pada Perkara Nomor 08-24/2024 yang dimohonkan oleh
Pemohon Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom.

Langsung pada Eksepsi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [03:01]

Dalam Eksepsi.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing
untuk mengajukan permohonan ini, yang mana ... izin, kami singkat
membacakannya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [03:11]

Jika kami melakukan penafsiran secara fungsional atau Kkita
melakukan geschreven recht yang dilakukan pada Pasal 3 juncto Pasal 5
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023, kami memaknai
aturan legal standing harus ditafsirkan sebagai berikut.

Yakni Pemohon adalah calon anggota DPD peserta pemilu yang
dikarenakan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara
hasil pemilu anggota DPD secara nasional memengaruhi terpilihnya
Pemohon. Namun, apabila kita melihat pada tabel dimana Jawaban kami,
Yang Mulia, di situ terlihat selisih. Dimana Pemohon sebagai anggo ...
Calon Anggota DPD Nomor Urut 15 berada di peringkat 5 dengan
perolehan suara 44.555 dan juga selisihnya kepada anggota ... Calon
Anggota DPD Nomor Urut 10 pada peringkat 4, yakni 45.119. Dimana
terdapat selisih sebesar 664 suara di antara kursi Pemohon dan juga
kursi terakhir untuk menjadi ca ... anggota DPD di Kalimantan Utara.
Namun dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya mempersoalkan
sebanyak 30 suara. Adapun selisih tersebut, tidak mencukupi untuk
menjadikan Termohon terpilih apabila dikabulkan per ... di dalam
permohonan ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Seandainya 30 itu dikabulkan, tetap tidak sampai, ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:34]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]
Oke, terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:36]

Lalu selanjutnya, kami menganggap tentang ... tenggang waktu
pengajuan permohonan ... tenggang waktu pengajuan perbaikan
permohonan itu sudah lewat waktu, Yang Mulia, sebagaimana sidang
pembacaan permohonan. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:49]

Lalu selanjutnya, ada pada Eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan
alasan sebagai berikut.

Kami izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Yang Pertama, Pemohon tidak menguraikan secara jelas locus
kejadian perkara yang Pemohon dalilkan.

Lalu yang Kedua, Pemohon tidak memiliki sinkronisasi antara
Posita dan juga Petitum sebagai .. sebagaimana terlampir dalam
Jawaban kami, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]
He em.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:17]

Lalu yang ketiga, permohonan Pemohon tidak disertakan dengan
bukti yang sesuai.

Maka, berdasarkan seluruh Eksepsi yang telah kami bacakan, kami
meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Lanjut kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:35]

Dalil utama permohonan Pemohon. Pemohon mendalilkan dalam
lembar tiga permohonannya, terdapat selisih dalam perhitungan
perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang dijabarkan
dalam tabel sebagai berikut, Yang Mulia.

Dengan total 30 suara, sebagaimana kami telah uraikan
sebelumnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:53]

Lalu, Pemohon mendalilkan. Bahwa menurut Pemohon, selisih
perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara bagi
calon anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 dan 28 suara
dikarenakan C.Plano yang berbeda dengan D.Hasil Kabupaten/Kota.

Lalu, menurut Termohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:13]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [06:13]

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi ... PKPU
Nomor 5 Tahun 2024, yang mana kami anggap dibacakan. Terlihat
proses rekapitulasi berjenjang dalam perhitungan perolehan suara
Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Termohon sejatinya tidak sesuai seperti
apa yang Pemohon dalilkan. Karena Pemohon mendalilkan dan hendak
menyandingkan data yang ... yang Pemohon sebut sebagai C.Plano versi
Pemohon yang sudah sepatutnya dengan ... disandingkan dengan data
D.Hasil di tingkat kecamatan. Namun, dalam permohonannya, Pemohon
justru  menyandingkan C.Plano dengan D.Hasil di Tingkat
Kabupaten/Kota.

Bahwa hal tersebut dikarenakan substansi D.Hasil di tingkat
kecamatan tidak memuat ... tidak memu ... di tingkat kecamatan memuat
lampiran mengenai data perolehan suara pada tiap TPS, atau desa, atau
kelurahan, sehingga suatu perbandingan data yang jelas dapat kita lihat.
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Namun, apabila Pemohon membandingkannya dengan D.Hasil di Tingkat
Kabupaten/Kota, sehingga itu merupakan suatu perbandingan yang tidak
sepadan, Yang Mulia.

Lalu, masuk pada substansi tanggapan kedua kami, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyandingkan ... menyajikan
data dalam form yang tidak sesuai dengan produk Termohon.

Bahwa meskipun Pemohon tidak menjelaskan secara detail locus
permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah
menemukan locus yang didalilkan oleh Pemohon ... yang spesifik terkait
adanya perbedaan perhitungan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon,
yakni berada pada TPS 001 Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis,
Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan Form C.Hasil dan D.Kecamatan yang telah
kami lampirkan dalam Bukti T-2 sampai dengan bukti T-3, Yang Mulia.
Kami sajikan dalam tabel sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:04]

Bahwa berdasarkan tabel yang telah kami sajikan di atas, kita
melihat tidak terdapat adanya perbedaan antara C.Hasil versi Termohon
dan Lampiran D.Hasil Kecamatan yang Termohon keluarkan di TPS
tersebut, Yang Mulia.

Bahwa dengan ... sehingga Termohon telah sesuai melaksanakan
proses rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat
provinsi yang melahirkan hasil rekapitulasi sebagai berikut. Kami anggap
dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:32]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:32]
Maka berdasarkan seluruh dalil tanggapan Termohon tersebut di
atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara
Nomor 08-24/2024 menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:46]
Petitum, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:48]

Maka sebagaimana Jawaban Termohon di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk
seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak PERMOHONAN Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
Tahun 2024 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
Keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut. Kami
anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [09:23]
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami
memohon putusan yang seadil-adilnya.
Sekian dari kami, Muhammad Faiz Putra Syanel. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Terima kasih.
Berikutnya, Bawaslu, saya persilakan.

BAWASLU: SULAIMAN [09:47]

Baik. Izin, Yang Mulia (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [09:49]

Menyampaikan resume Keterangan Bawaslu terhadap perkara
nomor (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]
Ini resume juga jangan dibacakan seluruhnya, ya.
BAWASLU: SULAIMAN [09:55]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]
Yang penting-penting saja.
BAWASLU: SULAIMAN [09:57]
Nomor 08 dan seterusnya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]
Ya, silakan.
BAWASLU: SULAIMAN [10:00]
Baik, Yang Mulia. Yang pokok-pokok saja.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:04]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [10:05]
Di A itu, Tindak Lanjut Laporan dan Temuan. Yang saya ingin

sampaikan di dalam resume ini berdasarkan dengan resume kita. Ada
empat laporannya yang diterima oleh Bawaslu provinsi.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [10:18]

Kemudian, ada dua laporan yang diterima oleh Bawaslu
Kabupaten Nunukan. Kemudian, satu temuan dari provinsi. Kemudian,
satu juga temuan dari Bawaslu Kabupaten Nunukan. Dari kesemua itu,
tidak ada yang berkaitan dengan Pokok Perkara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [10:38]

Kemudian Nomor 4, Bawaslu Provinsi menangani enam perkara
penyelesaian sengketa proses. Dari enam perkara yang kami tangani,
ada satu yang berkaitan, Yang Mulia. Hanya saja, tidak berkaitan
langsung dengan tahapan rekapitulasi, tapi berkaitan dengan tahapan
LADK (Laporan Awal Dana Kampanye).

KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [11:03]

Khusus ber ... atas nama Abdul Djalil Fatah, yang dipersoalkan
pada Pokok Perkara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:09]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [11:10]

Kemudian di B, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan. Bahwa terhadap pokok
permohonan Pemohon karena locus-nya di Nunukan, kami ingin
menyampaikan bahwa yang dimaksud penambahan 2 suara dari Abdul
Djalil Fatah, kemudian penambahan 28 suara dari Dr. Drs. Marthin Billa,
itu terjadi di TPS 1 Desa Sumantipal (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [11:45]

Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan.

Nah, berdasarkan hasil pengawasan dari TPS 1, memang ada
terjadi proses perbaikan di sana, di TPS, dan langsung diperbaiki pada
saat di tingkat TPS. Namun bukan hanya 2, melainkan ada empat calon
yang di ... dilakukan perbaikan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]

Oke.

BAWASLU: SULAIMAN [12:10]

Yang pertama, Nomor 1, Abdul Djalil Fatah, berdasarkan dengan
tabel 1.4, Yang Mulia, izin. Yang sebelum perbaikan itu mendapat nilai O,
setelah dilakukan perbaikan, itu 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [12:22]

Kemudian Nomor 10, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., sebelum
perbaikan dapat suara 0, setelah perbaikan mendapat suara 28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [12:31]

Kemudian Nomor 15, Ibu Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom.,
M.I.Kom., sebelum perbaikan mendapat suara 10, setelah perbaikan
mendapat suara 10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Oke.
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BAWASLU: SULAIMAN [12:41]

Sori, 0. Sebelum perbaikan 0, setelah perbaikan 10.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [12:45]

Kemudian Nomor 16, Syamsuddin, S.Pd., M.Pd., M.H., sebelum
perbaikan mendapat suara 99, setelah perbaikan mendapat suara 0.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [12:55]

Nah, ini terjadi karena KPPS TPS 1, Desa Sumantipal salah dalam
(...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]
Me-input?
BAWASLU: SULAIMAN [13:00]
Menulis jumlah perolehan suara pada (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [13:02]

Model C.Hasil DPD. Kemudian, dilakukan perbaikan langsung di
tingkat TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Oke. Koreksi di tingkat TPS, ya?
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BAWASLU: SULAIMAN [13:08]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:08]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [13:09]
Itu langsung dilakukan perbaikan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [13:11]

Nah, kemudian di tingkat panwaslu kecamatan. Berdasarkan hasil
pengawasan, tidak terdapat keberatan saksi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]
Ya.
BAWASLU: SULAIMAN [13:21]

Izin. Sehingga adapun tabel tetap sama dengan apa yang sudah
diputuskan pada TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]
Koreksi di TPS?

BAWASLU: SULAIMAN [13:29]
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:30]
Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [13:30]

Koreksi TPS. Jadi tidak ada perubahan, Yang Mulia.



95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

13

KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [13:33]

Kemudian, berdasarkan laporan hasil pengawasan di Tingkat
Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap rekapitulasi perolehan suara,
tidak terdapat keberatan saksi dari calon anggota DPD.

Selanjutnya, terhadap perolehan hasil suara Calon Anggota DPD
Nomor Urut 01 atas nama Abdul DJalil Fatah, Nomor Urut 10 atas nama
Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dan Nomor Urut 15 atas nama Hj. Sri
Sulartiningsih, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

1.10 itu, ya?

BAWASLU: SULAIMAN [14:05]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:05]

Oke. Halaman 5, ya?
BAWASLU: SULAIMAN [14:07]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:07]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [14:08]

Ini jumlah totalnya yang di halaman 5, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Ya.
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BAWASLU: SULAIMAN [14:10]

Kalau untuk Nomor Urut 1=3.649, kemudian Nomor Urut
10=5.341, dan Nomor Urut 15=11.871.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Oke.

BAWASLU: SULAIMAN [14:23]

Nah. Kemudian di tingkat ... di tingkat provinsi, kemu ... pada
tahapan rekapitulasi perhitungan suara ada keberatan, Yang Mulia, dari
Saksi Calon Hj. Sri Sulartiningsih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:44]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [14:44]

Namun, keberatannya hanya berkaitan dengan terdapatnya
perbedaan data pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada
setiap jenis pemilihan umum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Oke.

BAWASLU: SULAIMAN [14:56]

Yang semestinya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPTD,
dan DPK sama. Namun faktanya, ditemukan perbedaan dengan rincian
sebagaimana pada tabel 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.

Adapun tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, izin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:14]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [15:16]

Nah, selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan saran perbaikan, Yang Mulia

(...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [15:26]

Kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Surat B/9
dan seterusnya, tanggal 7 Maret, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU
Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Surat 148 dan seterusnya,
tanggal 10 Maret 2024. Yang pada pokoknya, KPU Provinsi Kalimantan
Utara menyampaikan kronologi terhadap perbedaan atau adanya koreksi
terhadap pengguna hak pilih pada pemilihan presiden dan wakil
presiden, de ... dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat,
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, serta dewan perwakilan rakyat
kabupaten/kota pada tiap-tiap kabupaten/kota.

Adapun perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan
Utara Nomor Urut 1, Nomor Urut 10, dan Nomor Urut 15 pada
rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:22]
2.7,ya?
BAWASLU: SULAIMAN [16:23]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:24]

Halaman 8 itu, ya?
BAWASLU: SULAIMAN [16:25]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:26]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [16:37]

Ini Nomor Urut 1=18.996, kemudian nomor urut ... Nomor Urut
10=45.119, kemudian Nomor Urut 15=44.455.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]
Oke, terus.

BAWASLU: SULAIMAN [16:40]
Nah kemudian, izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:42]
Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [17:35]

Kami juga ingin menyampaikan hasil pengawasan berdasarkan
hasil rekapitulasi di tingkat ... di tingkat nasional pada tanggal 12 Maret.
Yang pada pokoknya, terhadap perolehan suara Anggota DPR ... DPD RI
Provinsi Kalimantan Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara
nasional yang telah dibacakan dan disahkan, sebagaimana pada tabel di
bawah ini.

Yang Nomor Urut 1 mendapatkan suara 18.996, sesuai dengan
provinsi dengan peringkat 8.

Kemudian Nomor Urut 10, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., sama
dengan perolehan suara di tingkat provinsi=45.119 dengan peringkat 4.

Kemudian Nomor Urut 15, Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom.,
M.I.Kom, dengan suara sah=44.455 dengan peringkat 5, dan sama
dengan hasil rekapitulasi provinsi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]
Ya. Sama dari Termohon, tadi, ya?
BAWASLU: SULAIMAN [17:39]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]
Ya, terus.
BAWASLU: SULAIMAN [17:57]

G. Adapun pada saat rekapitulasi tingkat nasional terdapat
keberatan dari Arga Kusuma (Saksi Calon Anggota DPD Nomor Urut 5
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atas nama Hj. Sri Sulartiningsih) yang menyampaikan hal sebagai
berikut.
A, B, C, dan D, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:57]
Oke.
BAWASLU: SULAIMAN [18:06]

Selanjutnya terhadap perbedaan data tersebut, sudah dijawab
pada huruf b angka 1 dalam resume Keterangan ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Ya.

BAWASLU: SULAIMAN [18:14]

Demikian, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang
dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

Oke.

BAWASLU: SULAIMAN [18:16]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Baik. Terima kasih.

Prof. Enny, ada? cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.

Baik, kita sahkan buktinya. Pemohon mengajukkan Bukti

Tambahan P-4 sama dengan P-227?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [18:37]

Benar, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Ya, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1 X

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-6, sudah diverifikasi
dan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus, kemudian Bawaslu, PK-25.1 sampai dengan PK-25.26[sic!]?
BAWASLU: SULAIMAN [18:57]

Sebentar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]

Betul?
BAWASLU: SULAIMAN [19:03]

Sebentar. PK (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:16]

PK-25.1 sampai dengan PK-25.6[sic!]?
BAWASLU: SULAIMAN [19:17]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:21]

Disahkan.

KETUK PALU 1 X

Tadi Pemohon mau ngomong apa? Silakan, 1 menit.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:45]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Terkait yang disampaikan tadi oleh Pihak KPU, kami memang ada
... benar memang ada kekeliruan sedikit memang di situ terkait di P-3 itu
yang kami (ucapan tidak terdengar jelas) itu dengan P-5 itu ada
perbedaan tulisan memang, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Perbedaan tulisan gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:52]

Di C-1 Planonya. Saya bisa buktikan di sini. Dari jumlah suara
yang ada (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]
Itu sudah dijadikan bukti, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:57]

Ya, sudah dijadikan bukti.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]
Oh, ya, sudah. Sudah kita sahkan kok buktinya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [20:01]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]
Cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-
XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [20:03]

Cukup.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]

Baik, terima kasih.

Berikutnya, Perkara 73. Partai Demokrasi Indonesia Persaha ...
Perjuangan, Pihak Terkaitnya Partai PKS, ada? Oke, kemudian Partai
Persatuan Pembangunan, ada? Oke, di belakang. Tiga, Partai
Kebangkitan Bangsa? Oke. Kemudian, Partai Gerindra? Ya.

Silakan, Termohon.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [20:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [20:57]

Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:59]

Waalaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:00]

Shalom. Perkenalkan, nhama saya Jeffry A. Galla, Kuasa Termohon
dari Kantor Advokat Yosua & Partner.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:14]
Sebelum kami membacakan Jawaban untuk Perkara Nomor 73,
mohon izin, Majelis Yang Mulia, ada penyampaian perbaikan Jawaban
kami pada pagi hari tadi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:30]
Ke Panitera.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]
Ya, disampaikan saja, nanti kita yang menilai.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:34]
Baik. Untuk (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:35]

Yang digunakan yang pertama atau yang digunakan yang
perbaikan tanggal 13 ini, nanti kita yang menilai.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:41]

Ya. Oleh karena itu, kami mohon izin, Yang Mulia. Kita
membacakan yang hasil perbaikan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]
Oke, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:48]

Baik, terima kasih.
Jawaban kami terdiri dari ... sebanyak 55 halaman.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:56]

Jadi ... sebentar, Saudara mengajukan Keterangan Pihak Ter ...
Termohon 8 Mei 2024 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:04]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Kemudian, perbaikannya 13 Mei, ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:07]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]
Nah, jadi nanti kita pertimbangkan, kita pakai yang mana, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:12]
Baik, Yang Mulia.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:14]

Interupsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:16]
Gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:17]

Dari Pemohon. Kami dapat hanya yang 8 Mei, Yang Mulia. Yang
perbaikannya belum ada, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:22]
Ya, nanti minta diket ... anu ... Kepaniteraan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:26]

Ya, terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:29]
Ini di ... hanya diberikan ke Mahkamah?
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:31]

Siap, Yang Mulia.



182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

23

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:32]
Oh, Pemohon dan Pihak Terkaitnya enggak diberi?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:35]
Belum, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Oke. Kalau Pihak Terkait sih, aman-aman saja, tapi kalau
Termohon, ya. Tapi makanya itu, ya, nanti yang digunakan oleh
Mahkamah dinilai itu yang pertama, 8 Mei atau 13 Mei, ya?

Oke, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:55]

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 73 terbaca untuk
Provinsi Jambi Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam Eksepsi dianggap
dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tentang
perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi
Jambi tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]
Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [23:36]
Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:37]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [23:38]
Dalam pokok permohonan.

A. Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Daerah
Pemilihan Jambi 2, Kabupaten Batanghari, dan Muaro Jambi.
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Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon
dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada
Daerah Pemilihan Jambi 2, Kabupaten BATANGHARI, dan Muaro Jambi,
dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:59]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [24:00]

Yang pertama, TPS 2 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo
Ulu, Kabupaten Batanghari.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada huruf A,
angka 4.2.1 huruf A yang menyatakan ... dalil Pemohon menyatakan,
“Terdapat pemilih ganda di TPS 2 dan 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan
Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, terdapat pemilih ganda.” Dimana
pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 02 Desa
Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu yang juga terdaftar di TPS 4.
Yang berbeda di TPS ... nama dan NIK, akan tetapi merupakan orang
yang sama dan melakukan pencoblosan untuk memberikan hak suara
lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda, yakni terbaca, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [24:50]

Saya lanjutkan.

Halaman 7 untuk angka 1 dan 5. Terhadap kejadian pada proses
pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, tidak pernah dinyat ...
dinyat ... ditanyakan Pemohon maupun saksi partai politik lainnya serta
pengawas pemilu, baik di rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan
suara di tingkat kecamatan. Hal ini (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]
Itu disampaikan halaman 7, di sini enggak ada halamannya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:15]

Halaman 7.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Ini enggak ada halamannya di sini. Gimana ini? Enggak ada
halamannya, kok. Kalau yang awal, ada halamannya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:26]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

Tapi yang perbaikan, enggak ada halamannya ini.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:30]

Ada, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Ha? Ada? Di sini enggak ada.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:34]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Atau ini dibaca, saya pakai yang itu, kalau mau.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:37]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Ha? Gimana itu? Di sini enggak ada halamannya. Ini enggak ada
halamannya ini. Coba dilihat, tuh. Kalau aslinya ada, kalau itu enggak
ada. Ya, sudah sini ... kembalikan sini! Ya, halaman 7 saya cari di langit
saf 7 enggak ada, kok. Ya, terus, dilanjutkan!

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:19]

Baik, Yang Mulia.

1.6 Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran
administrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten
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Batanghari, dengan Nomor Putusan Bawaslu Batanghari Nomor 001/LP,
terbaca.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:36]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:38]

Lanjut, di TPS 4, dianggap (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:44]

Dibacakan, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:44]

Dibacakan.

Di halaman 9.

2.9 Permasalahan ini juga telah ditangani sebagai pelanggaran
administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari dengan
Putusan Bawaslu Batanghari Nomor 01, terbaca.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:56]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:59]

TPS 02, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:01]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:02]

Dan seterusnya. Ya, TPS 20, TPS 33 halaman 16 dan seterusnya,
sampai pada TPS 08, terakhir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Halaman berapa itu, 08?
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:22]
Halaman 21, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:24]
21. Ya, terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:28]

Saya lanjutkan. Di halaman 22 terkait dengan huruf B, DPRD
Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:35]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:35]

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:38]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:38]

Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut

Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi
Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan
Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel,
dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:51]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:53]

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 4.8.1 sampai
dengan angka 4.8.2 yang menyatakan bahwa Termohon telah
melakukan koreksi dan menetapkan hasil yang benar dalam
Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sorolangun

adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga
tidak ada peserta pemilu yang dirugikan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:14]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:15]
Lanjut, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:17]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:17]
Halaman 24, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:20]
Dan seterusnya, sampai pada huruf C, halaman 31, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:31]
Ya, he em.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:32]
Untuk DPRD Kabupaten Merangin, Daerah Pemilihan Merangin 2,
Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan,
Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Margo Timur,
Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, dan Kecamatan Tabir Barat.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:51]

Tabel, dianggap dibacakan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:53]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:54]
Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada
tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan
kursi karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan beralasan. Yang
benar menurut Pemohon adalah sebagaimana diuraikan, mulai angka 1
sampai dengan seterusnya, di halaman 32.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:16]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:17]
Halaman 33, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:19]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:20]
Masuk ke halaman 34, untuk (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:22]
D (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:22]

Huruf D, perolehan kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan Dapil
Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:30]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:30]

Tabel, dianggap dibacakan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:32]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:35]
Angka 2 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:35]
Ini ... ini anu, ya, dengan PKB yang ini, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:37]
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:37]
Oke. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:38]
Antara PKB dan PDIP.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:40]
PDIP.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:41]

30

Di halaman 33, angka 2. Bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil
yang diulang sebagaimana telah Termohon jelaskan dan uraikan secara
terperinci pada halaman 14 sampai dengan 23 untuk masing-masing
TPS, yakni TPS 20, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31,
TPS 28, dan TPS 08 yang kesemuanya ada di Desa Tangkit, Kecamatan

Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:09]

E. Perolehan kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan
Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin,
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Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan Sitinjau Laut. Tabel, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:25]
Ini persoalan dengan Gerindra, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:27]
Ya, dengan Gerindra.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:29]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:31]

Kemudian, halaman 36 itu. Bahwa dalil Pemohon pada huruf E
angka 4.21.1 adalah tidak benar dan beralasan. Menurut Termohon
dapat diuraikan sebagaimana berikut.

TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci.
Bahwa terdapat ... terhadap 13 orang pemilih yang didalilkan Pemohon
pada hari pemungutan suara, itu diterangkan sebagai berikut.

Jadi, angka 2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di
atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 13 pemilih, sebagaimana
didalilkan oleh Pemohon pada TPS 1 Desa Pendung Talang Genting,
Kecamatan Danau Kerinci, 12 di antaranya hadir menggunakan hak pilih
serta mengisi C daftar hadir, sedangkan 1 pemilih tidak hadir untuk
menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C daftar hadir. Bukti T-24.
Halaman 37 dianggap dibaca, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]
Ya, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:26]
Halaman 38 juga sama, halaman 39 juga sama, 40 uraian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]

Sampai (...)
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:34]
Pemilih (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]
Halaman berapa itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:35]
41, 42, kemudian (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]
Sampai (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:38]
43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]
43, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:40]
Ya. Kemudian, masih di 44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:44]

Nah, itu bahwa dalil Pemohon pada huruf E itu, gimana itu?
42.1[sic!] adalah tidak benar dan tidak beralasan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:51]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:52]

Menurut hukum, ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:53]
Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.7 adalah tidak
benar dan beralasan. Yang benar menurut Termohon adalah sebagai
berikut.
Bahwa pemilih menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:04]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:05]
Bahwa kegiatan pemungutan suara di TPS 4, Desa Pendung
Talang Genting dialasi oleh ... diawasi oleh pengawas TPS dan saksi
partai politik yang hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:14]
Dianggap dibacakan seluruhnya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:16]
Halaman 44, Yang Mulia, juga dibacakan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:00]
Dianggap dibacakan. Halaman 45, juga dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:25]

Oke.
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281. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:26]

Kemudian, khusus untuk halaman 46, Angka 2, TPS 005 di Desa
Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, tabel terbaca.

Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih
dalam daftar pemilih tetap pada beberapa dokumen dalam rangka
pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil penggunaan hak pilih
dalam daftar pemilih tetap sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Kklarifikasi terhadap anggota PPK Danau
Kerinci, terdapat kelalaian KPPS. Dimana KPPS alpa dalam mengarahkan
pemilih untuk mengisi C.Daftar Hadir DPT setelah menyerahkan Formulir
C.Pemberitahuan. Dimana seharusnya jumlah  pemilih  yang
menggunakan hak pilih sesuai jumlah adalah 224, namun terabsen
hanya sejumlah 155.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:09]
Oke.
283. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:10]
Dianggap dibacakan.
284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]
Ya.
285. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:12]
Kemudian untuk F. DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan
Kerinci 5, Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan
Danau Kerinci Barat. Tabel dianggap dibacakan antara (...)

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:25]

Ini (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Partai Amanat Nasional,
ya?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:25]

Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:31]

Lanjut, 48, 49, dianggap dibacakan. 50 sampai dengan 52, Yang

Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:41]

52.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:42]

III. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua,

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk
pemilihan anggota:

a.

b.

C.

DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi 2,
Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi 3,
Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan
Merangin 2, Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir
Ilir, Tabir Timur, Margot Tabir, Tabir Lintas, dan Tabir Barat.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan
Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam.

. DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4,

Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah
Congok[sic!], dan Kecamatan Sitinjau Laut.

DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 5,
Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan
Danau Kerinci Barat.
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3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
Keanggotaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi
Jambi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024
sebagai berikut.

a. Daerah Pemilihan Jambi 2, Partai Keadilan Sejahtera=19.245
suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=57.580
suara.

b. Daerah Pemilihan Jambi 3, Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan, hasil perolehan suara sebanyak 55.269 suara,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 55.526 suara.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, Dapil
Merangin 2, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu,
Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan
Tabir Timur, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir
Lintas, dan Kecamatan Tabir Barat. Satu, Partai Amanat
Nasional=3.216 suara, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan=5 ... 5.526 suara.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi,
Dapil 3, Kecamatan Sungai Gelam. Partai Kebangkitan
Bangsa=4.348 suara, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan=3.757 suara.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ... Daerah
Pemilihan Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan
Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan
Sitinjau Laut. Partai Gerakan Indonesia Raya=2.807 suara,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=2.366 suara.

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Daerah
Pemilihan Kerinci 5, Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman,
Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat. Partai Amanat
Nasional=2.482 suara, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan=2.016 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat

lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:24]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait PKS. Saudara Kuasa Hukum PKS, menurut
Saudara, apakah perolehan suara PKS dan PDI Perjuangan itu sama
dengan apa yang akan ... say ... Anda ... Anda sampaikan?



293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

37

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[37:45]

Ya, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:47]

Partai PKS=19.245. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan=57.580, sama?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[37:55]

Siap. Sama, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Sama. Ya, intinya sama.
Kemudian uraiannya dianggap dibacakan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:03]

Baik, terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Ada lain? Eksepsi?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:07]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Silakan, Eksepsinya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:10]

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.
Langsung ke Eksepsi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:16]

Yang Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:20]

Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan a quo
menyebutkan perihal materi perselisihan hasil pemilihan umum. Akan
tetapi dalam dalil yang disampaikan Pemohon, sama sekali tidak
merincikan  perihal perselisihan hasil suara. Pemohon hanya
menyampaikan persoalan yang terkait dengan proses pemilu yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan yang dimohonkan oleh
Pemohon yang harusnya diselesaikan melalui lembaga Badan Pengawas
Pemilu atau Bawaslu.

Poin kedua, izin tidak dibacakan, Yang Mulia. Karena itu
merupakan dalil dari poin ketiga.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:49]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:49]

Izin langsung ke poin ketiga.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:50]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[38:51]

Bahwa dengan demikian, materi persoalan yang dipersoalkan oleh
Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
Maka terhadap permohonan a quo, mohon berkenan, Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitu ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan
memeriksa perkara a quo.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:07]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[39:08]

Keempat. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam halaman 30
sampai dengan 31, beberapa kuasa Pemohon, ada tiga kuasa hukum,
Yang Mulia, tidak bert ... bertanda tangan dalam permohonan Pemohon.
Sedangkan dalam halaman 1 dan 2, permohonan Pemohon disebutkan
bahwa kuasa hukum adalah penerima kuasa dan bertanda tangan.
Artinya, jika ada penerima kuasa hukum tidak bertanda tangan,
menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap karena ada
kuasa hukum yang tidak menyetujui Permohonan Pemohon Nomor
Perkara 73 dan seterusnya. Sehingga, permohonan Pemohon agar
ditolak untuk seluruhnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[39:41]

Yang kedua, permohonan Pemohon tidak jelas.

Poin Pertama. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya
mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan
oleh Termohon berdasarkan SK KPU, sebagaimana tabel, Yang Mulia.
1zin tidak dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:56]
Ya, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[39:56]

Poin kedua. Bahwa bagaimana diuraikan pada tabel di atas,
dimana Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak
Terkait dan pengurangan suara Pihak Pemohon oleh karena adanya
kesalahan dari Termohon adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan
dengan Pemohon yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang
persandingan data terhadap tabel di atas. Bahkan, Pemohon justru
mendalilkan alasan-alasan yang tidak mengarah kepada sengketa hasil,
sehingga permohonan Pemohon layak dianggap kabur atau obscuur libel.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:23]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[40:24]

Tiga. Bahwa dalam tabel di atas yang dimuat oleh Pemohon
dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya
mencantumkan dua partai politik saja. Padahal sebagaimana ketetapan
KPU tentang peserta pemilu legislative, tidak hanya dua partai politik
saja, melainkan ada 24 partai politik, sehingga permohonan Pemohon
menjadi tidak jelas atau obscuur libel.

Empat. Bahwa saksi Pemohon, baik di tingkat TPS dan PPK tidak
ada membuat keberatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan
dalam permohonannya, sehingga dapat dianggap permohonan ... pem ...
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sehingga dianggap Pemohon menyetujui hasil rekapitulasi perolehan
suara yang disahkan oleh penyelenggara pemilu atau Termohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:02]
Lima, itu dianggap (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:03]

Lima (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:03]

Dibacakan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:03]

Dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:05]

Kesimpulannya (...)
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:05]

Enam (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:05]

Dari ketentuan itu?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:07]

Ya, dari ketentuan peraturan yang disebut di atas, menjadi

keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan Pemohon
harusnya ada penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon



326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

42

dan Termohon, dengan menguraikan dalil kesalahan merujuk kepada
bukti yang ada.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]
Ya, kesimpulannya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:20]

Keenam. Bahwa setelah dicermati dan diteliti terhadap Posita
Pemohon, menurut Pihak Terkait, Posita Pemohon dalam perkara a quo
hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait, tapi tidak
mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari
Posita Pemohon yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman
10.

Lanjut ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:43]

Dalam Pokok Permohonan, dianggap telah dibacakan semua.
Karena perolehan suaranya, kan, sudah Anda setujui, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:49]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:50]

Sama juga, kan?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:51]

Artinya, tidak ada perubahan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

Tidak ada perubahan, ya?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:53]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:53]

Angkanya itu, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[41:54]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]

Sekarang Petitum, silakan dibaca.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:04]

Oke. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum ke Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:06]

Apa?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:06]

Ada sedikit yang mau direnvoi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:09]

Di mana yang direnvoi?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:10]

Di halaman 10, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Halaman 10, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:16]

Ya, di halaman 10.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:18]

He em.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:18]

Ada tabel Desa Kembang Seri TPS 2 itu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:21]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:22]

Pada kolom suara menurut Termohon itu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:26]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:26]

C.Hasil Salinannya, salinannya dicoret, Yang Mulia. Jadi hanya
C.Hasil saja, C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Tidak pakai salinan?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:33]

Tidak pakai salinan, betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:35]

Yang di TPS Kembang Seri (...)
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:37]

TPS (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:37]

TPS 4 (...)
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:37]

42, Desa Kembang Seri.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Yang TPS 4?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:41]

Terus, Yang Mulia, izin. Di bawah tabel itu, itu kan belum ada
keterangan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Ya.



359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

46

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:47]

Jadi, mohon ... apa ... kami izin renvoi, itu jadi Bukti PT-2 dan
Bukti PT-16. Di bawah ... di bawah tabel Desa Kembang Seri TPS 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:58]

PT berapa?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[42:59]

Bukti PT-2 dan Bukti PT-16.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

PT-16.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:03]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:05]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:06]

Di TPS ... Desa Kembang Seri TPS 4, kami juga sama, Yang Mulia.
Tidak ada kata-kata C.Hasi/ ... eh, tidak ada kata-kata sa/inan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:14]

Salinan.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:14]

Jadi, cukup C Hasil saja. Dan karena di atas tadi adalah Bukti PT-
2, maka Desa Kembang Seri ini tabelnya ini, di bawahnya itu adalah
Bukti PT-3. Bukti PT-3 dan Bukti PT-16.

Selanjutnya, yang terakhir, pada TP ... pada kolom Desa Sungai
Rengas TPS 2, halaman 11, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:37]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:38]

Nah, sama. Suara menurut Termohon itu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

Salinannya enggak ada, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:41]

Ya, salinannya dihapus saja, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:44]

Salinannya dihapus, jadi C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Ya. Buktinya PT-4 sampai 16, itu?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:50]

Ya. Itu sama, sama.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:51]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:53]

Baik (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]
Sudah?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:53]

Izin, langsung ke Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:54]
Petitum, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING
[43:56]

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan pohon ... Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360, dan
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seterusnya. Yang pada intinya, terkait dengan pengisian
Anggota DPRD Provinsi Jambi, khususnya Dapil Jambi 2.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIF BAYU PRAMINTO
[44:47]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk renvoi tadi yang telah disampaikan,
apakah kami perlu mengajukan permohonan renvoi secara tertulis?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:53]

Enggak usah, disampaikan di persidangan.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIF BAYU PRAMINTO
[44:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]

Ya. Sekarang Pihak Terkait, PPP? Ya, miknya, itu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:17]

Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:20]
Walaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:21]

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait dari
Partai Persatuan Pembangunan, untuk ... izinkan kami untuk
membacakan Keterangan Pihak Terkait.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:31]
Saya tanya dulu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:33]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:34]

Itu yang disampaikan oleh Termohon, perolehan suara di Daerah
Pemilihan Jambi 3, PPP memperoleh 55.269 suara, betul?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:46]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:47]
Kemudian, PPP memperoleh berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:50]

PPP=55.269, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:54]
Untuk PDIP?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:55]

PDIP=5.000 ... 55.026 suara, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]
Betul itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [46:00]

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Kok menurut Termohon 55.000 ... 5.526. Yang betul yang mana?
Termohon ini (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:08]
Mohon izin (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]
Kurang 0, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:10]
Ya, kurang 0, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:11]
Itu yang punya termo ... anu ... Termohon kurang 0, itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:14]
Di depannya benar, tapi di belakangnya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:16]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:17]
Kurang 0, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]
Kurang 0, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:18]
Siap.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Dikoreksi.
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KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:20]
Satu lagi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]
Ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:22]

Untuk yang C, untuk yang Partai Amanat Nasional dan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]
He eh.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:28]
Itu tercatat 550 ... 55 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]
026?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:34]
Titik 26. Seharusnya 3.183.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]
3.100?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:40]
83. 3.183.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:42]

83. Oke, ini sambil dicocokkan semua. Jadi yang ditulis PPP betul,
ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:48]

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]
Untuk PPP=55.269.

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:53]
Ya, betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]
Untuk PDIP=55.026?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:57]
Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:58]
Betul, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:58]
Betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]
Oke. Ada Eksepsi, Saudara?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:02]

Ya, kami ada 4 Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:05]

Oke, yang untuk pokok permohonannya dianggap telah
dibacakan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:10]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]
Oke, nanti Petitum langsung. Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:14]

Jadi dalam (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]
Eksepsi.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:14]

Eksepsi kami, kami mengajukan 4 Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:18]
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:19]

Pertama, poin A, perbaikan permohonan cacat formil.
Yang kedua, penerima Kuasa Pemohon cacat formil.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:26]

Poin C, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:30]

Antara persandingan suara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:32]

Poin D, permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena
Petitum Pemohon mengandung kesalahan fatal dan inkonsistensi Posita
dan Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:40]

Secara prinsip, semua Eksepsi yang kami ajukan dalam poin (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]
Dianggap (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:48]

Poin A (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]
Dibacakan, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:52]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:53]

Poin B juga, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:58]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:59]

Cuman poin C.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:02]

Ada yang penting untuk kami sampaikan.
Bahwa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:03]
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:03]

Permohonan pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan
hasil perolehan suara jika ... jika diteliti lebih lanjut, dengan disandingkan
dokumen-dokumen hasil perhitungan suara yang sah, Formulir C.Hasil,
dan C.Salinan, serta Formulir D.Hasil Kecamatan, dan Formulir D.Hasil
Kabupaten, maka tidak ada kesalahan karena perolehan suara yang
ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap
tingkatan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:34]

Oleh karena itu, mohon agar permohonan pemohon ditolak.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:35]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:35]

Selanjutnya, poin D, mengenai inkonsistensi Petitum dan Posita

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:42]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:45]
Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:47]
Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Ya. Dalam pokok permohonan, dianggap semuanya telah
dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:50]

Dalam pokok permohonan, dianggap semuanya dibacakan, Yang
Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:55]
Ya, Petitumnya, sekarang.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[49:58]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pihak Terkait Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang
diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul
22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 3.
Selanjutnya, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk
pengisian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang
benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara par ... suara Pemohon menurut Pihak Terkait
untuk pengisian Anggota Jambi ... Anggota DPRD Provinsi
Jambi Dapil 3, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan
memperoleh suara 55.269 suara, Partai PDIP=55.026 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[49:20]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:26]

Terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:34]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Sebelumnya, saya tanya. Tadi yang dibacakan oleh Termohon
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3,

Kecamatan Sungai Gelam, PKB memperoleh 4.348, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:52]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:53]
Kemudian PDIP=3.7577?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:57]

Ya, benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:57]
Cocok, ya. Sekarang apa yang akan disampaikan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:00]

Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:01]
Eksepsinya, silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:02]

Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia, membacakan poin-poin inti dari Eksepsi.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]
Ya. He em, silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:15]

Yang pertama:
a. Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki kapasitas
sebagai pemilih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:26]

Dianggap dibacakan selanjutnya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:29]
Dianggap dibacakan. B?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:30]

b. Pemilih telah melepaskan haknya sebagai pemilih. Poin-
poinnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:39]

Yang c. Dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta yuridis di
lapangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:45]

Untuk poin-poin dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:48]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:50]

Langsung pada Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:51]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:56]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di
atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi ... dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 524 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal
3 Maret 2024 sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait yang terakhir dari Partai Gerindra. Sebelum Saudara
menyampaikan, saya tanya, apa yang disampaikan oleh Termohon untuk
perolehan suara Partai Gerinda ... Gerindra disandingkan dengan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anda juga setuju? Sudah confirm?
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [52:56]

Confirm, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:57]
Partai Gerindra=2.8077?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [52:59]

7, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]
Kemudian PDIP=2.366?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:04]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:05]
Oke. Sama, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:06]

Sama, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]
Oke, sekarang apa yang akan disampaikan? Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:10]

Dalam Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Eksepsinya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:11]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:19]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:20]

Dan tidak memenuhi syarat formil permohonannya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:22]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:23]

Huruf A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah
mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil
perolehan suara Pihak Terkait sebagai termuat dalam tabel persandingan
permohonan halaman 18 permohonan Pemohon, yaitu tabel mohon
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:39]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:40]

Huruf B. Bahwa merujuk pada tabel persandingan tersebut, dapat
diartikan seolah-olah telah terjadi pemindahan perolehan suara Pemohon
kepada Pihak Terkait. Akan tetapi, Pemohon dalam dalil permohonannya
tidak menyebutkan adanya pemindahan dan/atau pergeseran hasil
perolehan suara, justru Pemohon hanya mendalilkan terdapat pemilih
dalam DPT yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS karena
sedang bekerja di Malaysia. Akan tetapi, dalam daftar hadir ... dalam
daftar hadir tetap menggunakan hak pilihnya dan adanya pihak ... hak
pilih yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Hal demikian
menurut Pemohon terjadi di 6 TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:21]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [54:22]

Poin C-nya. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan
adanya penambahan, atau penggelembungan suara, dan/atau
pergeseran suara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif 2024,
khususnya untuk pengisian DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan
Kerinci 4, sebagaimana tertuang dalam tabel persandingan perolehan
suara Pemohon.

Poin D-nya. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan
dalil Pemohon permohononannya, jelas merupakan dalil yang tidak
bersesuaian dan sama sekali tidak relevan. Terlebih lagi, Pemohon pada
bagian Petitum permohonannya pada halaman 18 angka 58, hanya
meminta dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap 6 TPS yang
didalilkan. Maka terhadap Dalil permohonan yang demikian, tentunya
merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur atau obscuur libel.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:14]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [54:16]

Huruf E-nya. Bahwa selain itu, Pemohon dalam dalil Posita
permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi
Pemohon. Namun pada bagian Petitum, Pemohon sama sekali tidak
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meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut
Pemohon. Oleh karenanya, Petitum permohonan yang tidak
mencantumkan perolehan suara merupakan permohonan yang tidak
sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b
angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
DPRD ... DPR/DPRD yang menyatakan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]
Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:58]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]
F.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:00]

Huruf F. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud
di atas, dengan tidak dicantumkan atau tidak diuraikan permintaan
perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan
permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur atau obscuur libel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:14]

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:14]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, telah sepatutnya
dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi
Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan
kabur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:28]

Dalam pokok permohonan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]
Dalam pokok permohonan dianggap dibacakan (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:30]

Dianggap dibacakan seluruhnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:31]
Seluruhnya (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:31]

Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:31]
Ya, sekarang Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:35]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rahyat ... Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam
Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang
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untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah
Pemilihan Kerinci 4.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk
pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah
Pemilihan Kerinci 4 sebagai berikut.

Partai Gerindra=2.807, PDI Perjuangan perolehan suaranya
2.366.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon

putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [57:55]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]

PAN tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait.
Yang terakhir sekarang Bawaslu untuk perkara ini, pokok-
pokoknya saja, ya.

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [58:02]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]
Ya.

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [58:04]

Keterangan Bawaslu Nomor 73, ada empat persoalan terkait
dengan pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2,
Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari.

Yang kedua, Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Dapil
Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

Yang ketiga, pengisian kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil
Kerinci 4.
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Dan yang terakhir, terkait dengan pengisian kursi DPRD
Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 5, yang akan disampaikan oleh Bawaslu
Provinsi Jambi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Oke. Uraiannya yang singkat saja yang dibacakan, yang penting.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:41]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:45]

Menyampaikan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil
Jambi 2, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, halaman
10 sampai dengan halaman 15 dalam Keterangan Bawaslu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:59]

Pertama, TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro
Sebo Ulu. Dalil Pemohon adalah adanya pemilih yang mencoblos 2 kali.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:10]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [59:10]

Bahwa terhadap dalil ini, Bawaslu Kabupaten Batanghari telah
melaksanakan sidang adjudikasi administrasi dengan Nomor Registrasi
001 dan seterusnya.

Adapun fakta dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi yang
didapat dalam adjudikasi bahwa adalah benar. Bahwa pemilih yang
mencoblos 2 kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan
Maro Sebu Ulu atas nama Hasan Basri, Mardiana, dan Wardiatul Jannah.
Ketiganya adalah dalam satu keluarga, bapak, ibu, dan anak.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:44]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [59:44]

Selanjutnya. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Surat
dari Dukcapil Kabupaten Batanghari Nomor 474 dan seterusnya, pada
tanggal 3 Mei 2024, diterangkan bahwa ketiga orang ini terindikasi NIK
ganda. NIK ganda yang aktif adalah di TPS 4, sementara yang NIK TPS 2
tidak aktif.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:06]
Oke.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:06]

Itu ada dalam bukti Keterangan Bawaslu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:10]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:10]

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten
Batanghari membuat putusan pada tanggal 23 Maret 2024, yang
menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu.

Selanjutnya, dalil pada TPS 2, Desa Sungai Rengas (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:30]

Itu ... anu ... tindak lanjutnya dilakukan PSU, enggak, itu?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:33]

Izin, Yang Mulia. Ini sudah melewati tahapan rekap (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:38]

Oke.
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:38]
Pada tanggal ... putusannya pada tanggal 23 Maret 2024.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]
Jadiini (...)
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:42]
Sudah penetapan nasional.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:43]
Menurut aturan harusnya di PSU, ya?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:46]

Kalau PSU itu dalam undang-undang, 10 hari setelah pemungutan
suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:51]
Oke. Ini sudah berapa hari?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:53]

Ini tanggal 23 Maret 2024, seharusnya paling lambat itu 24
Februari 2024.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:59]
Oke.

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:00]
1zin jelaskan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Ya.
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BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:04]

Bawaslu dalam putusan-putusan administrasi kami adalah kalau
seandainya putusan itu melewati tanggal 20 Maret, maka putusannya
tera ... bisa saja terlapornya dinyatakan bahwa secara sah meyakinkan
melakukan pelanggaran, tetapi kami tidak bisa lagi melakukan koreksi
terkait prosesnya. Misalnya, tujuannya adalah tentang pemungutan
suara ulang atau terkait dengan hasilnya. Karena memang sudah
penetapan nasional di tanggal 20 Maret dan ada di Keputusan KPU
Nomor 360.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]

Tapi dalam hal coblos ganda, menurut undang-undang harus
diulang, kan? Sudah PSU?

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:39]
Kalau seandainya itu, substansinya demikian.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:41]
Ya.

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:41]
Tapi waktunya memang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]
Tapi (...)

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:42]
Sudah tidak memungkinkan, begitu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:43]

Melewati waktu, ya.
Ya, terus? Silakan, lanjutkan.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:01:48]

Izin, Yang Mulia.
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Dalil Pemohon untuk TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro
Sebo Ulu dan desa 02 ... eh, sori, TPS 02 Desa Olak Kemang, Kecamatan
Maro Sebo Ulu. Bahwa terdapat 1 pemilih yang terdaftar dalam DPT
yang menggunakan 5 surat suara, yang seharusnya ... apa
menggunakan ... semestinya hanya mendapatkan 3 surat suara, yaltu
pilpres dan DPR, DPD.

Pun demikian juga di TPS 02 Olak Kemang. Bahwa berdasarkan
LHP (Laporan Hasil Pengawasan) kami bahwa LHP dari PTPS (Pengawas
TPS) dan panwas kecamatan tidak menemukan peristiwa seperti yang di
.. apa ... disampaikan oleh Pemohon.

Kemudian, dalil yang keempat dari Pemohon, TPS tega ... TPS 3
Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Dalilnya adalah ada
pendamping pemilih yang mencobloskan surat suara pemilih yang
sedang sakit keras.

Bahwa berdasarkan hasil ... apa ... bahwa berdasarkan ... bahwa
ada laporan ke Bawaslu Batanghari terhadap hal ini dan Bawaslu
Batanghari melaksanakan sidang ajudikasi, laporannya pada tanggal 3
April 2024. Terhadap laporan ini, terungkap fakta bahwa benar pada hari
H pemungutan suara, KPPS mendatangi rumah Ibu Siti Fatimah yang
sedang sakit keras bersama dengan pengawas TPS dan saksi. Kemudian
surat suaranya dicoblos, diberikan kepada anaknya atas nama Husnul
Maini (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:33]

Jadi, surat suara itu dicoblos oleh anaknya.

Nah, putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari terhadap hal ini,
berdasarkan SK KPU Nomor 66 Tahun 2024 bahwa pendampingan
pemilih ... atau pendampingan pemilih, bukan pemilih yang mencoblos,
hanya dapat dilaksanakan di TPS terhadap pemilih disabilitas fisik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:55]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:55]

Artinya, bukan pemilih sakit keras.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:58]

Terhadap hal ini, Bawaslu Batanghari memutuskan, menyatakan
terlapor KPPS 1, 4, 5, dan 6 terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:07]

Pelanggaran.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:07]

Terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Sudah dikasih sanksi teguran, ya?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:10]

Sudah, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:13]

Selanjutnya, izin, Yang Mulia.

Untuk ... tadi Kabupaten Batanghari karena Dapil 2 ini, 2
kabupaten.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:21]
Selanjutnya, Kabupaten Muaro Jambi. Ada 9 TPS yang didalilkan

oleh Pemohon, yang mana dalil ini juga untuk pengisian DPRD
Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:32]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:33]

Jadi, peristiwa ... dalil yang sama untuk pengisian provinsi dan
kabupaten.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:36]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:37]

Nah, ada 9 TPS yang dalil Pemohon adalah KPPS menghalangi
pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih sudah
datang ke TPS, membawa KTP elektronik di lokasi-lokasi tersebut.

Ada 9 TPS, izin, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan kami
pada hari H, memang tidak ada ... apa ... tidak ada dugaan peristiwa
sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Tapi berdasarkan hasil
penelusuran kami dan pencermatan, ada yang memang nama dan NIK-
nya terdaftar di DPT di sana (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:12]

Itu halaman 16 sampai halaman berapa?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:14]

Sori, halaman 16 sampai 23, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:15]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:16]

Halaman 16 sampai 23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Oke.
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:18]

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan kami, beberapa TPS ada
yang benar bahwa DPT-nya berada di TPS tersebut. Dan beberapa TPS
juga, seperti di TPS 19, 10, 14, 31, dua lap ... 19, 10, 14, dan 31.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap nama dan NIK
dalam permohonan, itu tidak benar berada di TPS tersebut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]
Oke.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:42]

Berdasarkan pengecekan dalam DPT online. Selengkapnya, dalam
Keterangan sudah di uraikan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:47]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:48]

Selanjutnya, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil
Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:55]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:56]

Pertama, Kabupaten Sarulangun dulu. Bahwa terhadap perolehan
... terhadap apa ... terhadap perubahan suara di Kecamatan Pelawan dari
PKN ke Golkar dan PPP, seperti didalilkan oleh Pemohon. Ini sudah di ...
diperbaiki pada saat rapat Pleno rekap tingkat kabupaten.

Selanjutnya, pada ... apa ... TPS 6 Desa Lidung, Kecamatan
Sarolangun, dan TPS 3 Desa Ladang Panjang, Sarolangun. Nah, dalil
Pemohon adalah bahwa terdapat ... terhadap ... terdapat perbedaan
tanda tangan KPPS di setiap lembar hasil.

Nah, berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu, data kami dari
foto C.Hasil karena berupa foto. Bahwa benar terdapat perbedaan tanda
tangan KPPS di setiap C.Hasil berdasarkan Dokumen C.Hasil foto ...
berupa foto.

Selanjutnya, di TPS ... ini halaman 24 sampai 30, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:57]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:06:58]

Selanjutnya, di TPS 1 Desa Ranggu, Kecamatan Limun. Dalil
Pemohon adalah berdasarkan ... apa ... adanya C.Hasil yang tidak
ditandatangani oleh KPPS dan saksi.

Nah, berdasarkan data yang kami miliki, C.Hasil yang dimiliki oleh
Bawaslu berupa foto. Terdapat setiap lembar C.Hasil tidak
ditandatangani oleh KPPS, sehingga setiap lembarnya pada kolom tanda
tangan kosong. Artinya, data yang dimiliki oleh Pemohon dengan foto
yang kami miliki C.Hasil sama.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Saksi ... saksi juga tidak tanda tangan di situ?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:35]

Beda ... ya, jadi kosong (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:37]
Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:37]
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]
Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:38]

Ada dalam bukti kami yang berupa foto C.Hasil.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:41]

Ya.
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:42]

Selanjutnya, pada TPS 3 Desa Semaran, Kecamatan Pauh. Dalil
Pemohon adalah adanya C.Hasil yang suara ... suara sah dan tidak sah,
tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Sertifikat Model C.Hasil dan C.Salinan yang dimiliki
oleh Bawaslu, menerangkan bahwa jumlah pengguna hak pilih dan
dengan jumlah suara sah dan tidak sah, hasilnya tidak ada yang
berbeda. Artinya, sama.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:00]
Sama, ya?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:07]

Ya. Selanjutnya, terhadap TPS 6 Desa Sepintun, Kecamatan Pauh.
Dalil Pemohon adalah adanya C.Hasil yang di tipp-ex dan diganti tanpa
adanya paraf.

Data yang dimiliki oleh Bawaslu bahwa pada halaman 9, Partai
PKS, terdapat coretan bilangan perolehan suara partai dengan jumlah 5.
Dan pada halaman 20, pada kolom jumlah seluruh suara sah, pada
bilangan terdapat berkas tipp-ex yang jumlahnya 147. Itu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:37]

Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:37]

Selanjutnya, pada TPS 1 Desa Kasang Melintang, Kecamatan
Pauh, dan TPS 3 Desa Kasang Melintang. Bahwa dalil Pemohon adalah
Formulir Model C di ... diduga diisi oleh orang yang sama.

Berdasarkan hasil pengawasan kami, LHP PTPS (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:56]

Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:56]

Bahwa kami tidak menemukan ... tidak diisi oleh orang yang
sama. Artinya, tidak menemukan peristiwa ini.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:02]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:03]

Selanjutnya, pada dalil Pemohon bahwa pada saat rapat Pleno
provinsi, ada proses penghitungan C.Plano ... C.Hasil ulang.

Benar bahwa pada saat rapat Pleno tingkat provinsi selama 7 hari,
ada keberatan dari Partai PDI terhadap perselisihan data Model C dan
Model D, maka kami memberikan rekomendasi secara lisan terhadap
TPS-TPS yang didalilkan oleh Partai PDI untuk dilakukan pembukaan
atau pembacaan ulang C.Hasil atau C.Plano.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:37]
Oke.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:37]
Dan itu sudah dilaksanakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:38]
Itu di Sarolangun (...)
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:41]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]
Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:43]

Betul, Yang Mulia. Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, dan
Kecamatan Sarolangun.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:48]

Oke.
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Kita melaksanakan pembukaan kotak C.Plano. Dan benar adanya,

ada pergeseran suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]
Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:55]
Yang itu kepada PPP.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:58]
Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:59]

Kepada Partai PPP.

Nah, terhadap hal ini, Bawaslu Provinsi Jambi sudah menangani
tindak pidana pemilu. Dan hari ini, sudah ada penetapan 4 orang
tersangka. Dan insyaAllah, kami besok sidang perdana (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:13]
Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:14]
Di PN Jambi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:17]

Ya. Itu pelanggarannya, pelanggaran ...

administratif, ya?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:19]
Itu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:20]

Pidana.

anu ...

ya, tidak sekadar
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:20]

Pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Pidana pemilu karena mengu ... mengubah hasil (...)
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:23]

Mengubah hasil (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:24]

Suara.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:24 ]
Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:26]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:27]

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap kecama ... apa ... di Kabupaten
Merangin. Jadi, Dapil 2 untuk Kabupaten Merangin (halaman 30 sampai
33).

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:38]

Ini juga untuk dalil yang sama, pengisian DPRD Kabupaten
Merangin, Dapil 3 Merangin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:45]

Ya.
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:45]

Jadi, ini dalil yang sama saya sampaikan.

Bahwa terhadap TPS 4 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir
Selatan, dalil Pemohon adalah terdapat perbedaan signifikan antara hak
pilih DPT dengan daftar hadir.

Bahwa berdasarkan Model C.Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu
Kabupaten Merangin terhadap jumlah pemilih hak pilih adalah laki-
laki=127, perempuan=105, jumlah 232. Kami tidak mengetahui persis di
mana perbedaannya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]
Oke.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:11:17]

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk TPS 1 Kelurahan Pasar Rantau
Panjang, Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru,
Kecamatan Tabir, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih
dari satu kali. Sama seperti yang sebelumnya di Kabupaten Batanghari.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:35]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:11:36]

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Bawaslu provinsi menerima
laporan dan dilimpahkan kepada Bawaslu Merangin untuk melaksanakan
sidang adjudikasi dugaan pelanggaran administratif dengan Nomor
Register 001.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar bahwa Saudara
Hasbullah Hadi Putra terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT TPS 16
Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, dan menggunakan hak pilihnya
di TPS tersebut.

Dan selanjutnya, pada jam 12.00 WIB, tepatnya jam 12.30 WIB,
di TPS 1 Kelurahan Pasar ... Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir,
dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai alamat tersebut, yang
bersangkutan menggunakan hak pilih dengan kategori DPK. Jadi, yang
kalau di TPS 16 itu menggunakan DPT, di TPS 01 Kelurahan Pasir
Panjang menggunakan DPK.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:12:33]

Terhadap hal ini, putusan akhir adalah koreksi dari Bawaslu RI,
yaitu memutuskan Terlapor 2 atas nama Hasbullah Hadi Putra yang
notabene adalah KPPS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran administrasi pemilu. Dan Terlapor 1, 3, 4 KPPS ... KPPS
tidak terbukti pelanggaran pemilu.

Dan kemudian, merekomendasikan kepada KPU bahwa Saudara
Hasbullah Hadi Putra tidak sebagai penyelenggara pemilu di masa
mendatang.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk lanjut ke pengisian DPRD
Kabupaten Kerinci, Dapil 4.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:17]

Dapil 4. Bahwa dalil Pemohon adalah (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]

Halaman berapa sampai halaman berapa?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:21]

Halaman 36 sampai 37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Oke.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:25]

Dalil Pemohon bahwa pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, vyaitu pada hari pemungutan suara

diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS, tapi faktanya
sedang bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia.



663.

664.

665.

666.

83

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:39]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:40]

Bahwa Keterangan Bawaslu terhadap hal ini ... sebentar. Bahwa
terhadap hal ini, pada tanggal 24 Februari 2024, pada saat rapat Pleno di
tingkat kelurahan ... sori, Kecamatan Danau Kerinci, panwas kecamatan
sudah merekomendasikan kepada forum Pleno untuk memeriksa daftar
hadir karena ada keberatan dari partai pada saat itu perbedaan antara
pengguna hak pilih dengan apa ... daftar hadir, maka dibuka. Dan
kemudian, ditemukan bahwa benar ada perbedaan data.

Nah, terhadap hal ini, selanjutnya Panwascam Kecamatan Danau
Kerinci melaksanakan penelusuran. Yang pertama adalah kepada Sekdes
Desa Pendung Talang Genting. Bahwa sekdes telah mengeluarkan Surat
Nomor 73PS-dan seterusnya 2024, yang menerangkan nama-nama
warganya yang berada di Malaysia sebagai TKI. Jadi, di desa ini ada 4
TPS, Yang Mulia, yang didalilkan oleh Pemohon. Sekdes mengeluarkan
surat yang surat itu adalah permintaan sebelumnya dari partai politik
pada saat itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:14:58]

Selanjutnya, berdasarkan LHP Panwas Kecamatan Danau Kerinci,
yang ini adalah melakukan penusuran terhadap apa ... me-interview ke
PKD-nya (Pengawas Desa Kelurahan) yang notabene adalah warga Desa
Talang Genting, ditemukan fakta sebagai berikut.

Pada TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, dari 13 orang yang
dilaporkan di TPS 1, yang dilaporkan berada di Malaysia pada hari H
pemungutan suara. Berdasarkan keterangan PKD, ada 7 orang yang di
antaranya benar berada di Malaysia, 6 di antaranya telah hadir di TPS.
Artinya dari 13, 7 yang benar.

Selanjutnya, di TPS 2. Berdasarkan keterangan dari PKD Desa
Pendung Talang Genting, dari 27 orang yang dilaporkan yang berada di
Malaysia, keterangan PKD menyatakan 15 orang di antaranya benar
berada di Malaysia.

Selanjutnya, TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Berdasarkan
keterangan PKD, dari 55 orang yang dilaporkan berada di Malaysia,
keterangan PKD menyatakan 22 orang di antaranya benar berada di
Malaysia.
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Selanjutnya pada TPS 4, Desa Pendung Talang Genting.
Berdasarkan keterangan PKD, dari 20 orang yang dilaporkan, 13 orang di
antaranya adalah benar berada di Malaysia.

Bahwa dalil yang kedua, yaitu di desa ... TPS 1 Desa Seleman dan
TPS 5 Desa Koto Tengah. Bahwa terdapat data jumlah pemilih dalam
daftar hadir yang berbeda dengan data pengguna hak pilih dalam
Formulir Model C.Salinan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan di TPS 1 Desa Seleman,
tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah daftar hadir
dengan jumlah pemilih berdasarkan LHP di TPS.

Selanjutnya juga di TPS 5 Desa Koto Tengah. Bahwa berdasarkan
LHP yang dimiliki oleh pengawas TPS, terdapat DPT 23 ... 237 orang dan
jumlah pengguna hak pilih 224. Artinya, masih dalam koridor ... apa ... di
bawah DPT pengguna hak pilih.

Selanjutnya, Yang Mulia, halaman 39 sampai 43. Untuk ... 39
sampai 43, untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci
5. Dalil Pemohon adalah perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir di
TPS dengan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam
Formulir Model C.Hasil, lokasinya di TPS 4, 3, 2 Desa Koto Dian,
Kecamatan Keliling Danau, dan TPS 1, dan desa ... TPS 1, 2, 3, Desa
Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau.

Terhadap dalil Pemohon ini, hasil pengawasan kami, kami tidak
menemu ... apa ... LHP di tingkat TPS tidak ada persoalan dalam hal ...
hal ini. Artinya, ini tidak ada persoalan pada saat hari H pemungutan
suara.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan dari Bawaslu. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:09]
Ya. Prof. Enny, ada? Silakan.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:14]

Ya. Ini yang TKW-TKW yang kemudian tadi disebutkan, itu
mereka pada akhirnya melakukan pemungutan suara di situ? Dari TPS 01
Desa Pendung, dan Seterus ... dan seterusnya itu?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:18:32]

Ya. Jadi berdasarkan laporan hasil pengawasan, penulusuran dari
pengawas kecamatan, itu kan menanyakan pengawas desa kelurahan,
yang notabene adalah warga Desa Pendung Talang Genting. Desa ini
tidak besar, hanya 4 TPS.



670.

671.

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

85

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:47]

He em.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:18:48]

Dia menerangkan bahwa seperti yang disampaikan tadi. Bahwa
dari yang dilaporkan, misalnya TPS 1, dari yang dilaporkan 13 orang
berada di Malaysia (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:59]

7 orang yang ada di sana?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:00]

7 orang yang benar berada di Malaysia. Artinya, sisanya ada di

(..)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:05]

Berarti sisanya masih ada di situ?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:05]

Ada di lokasi atau di TPS itu.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:09]

Di ... maksudnya di TPS itu, dia datang untuk mencoblos?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:12]

Dia tidak memberi keterangan mencoblos/tidak, Yang Mulia. Dia
hanya memberi keterangan berada di desa itu.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:16]

Oke, itu PK-10.89 itu, apa buktinya? Ada daftar hadir, termasuk
kemudian hanya salinan saja ini?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:24]

Laporan hasil pengawasan, hasil penulusuran, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:26]
Laporan hasil pengawasan.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:28]
He em.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:28]
Daftar hadir enggak ada, ya (...)

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:30]
Enggak ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:30]
Untuk melihat itu?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:31]
Ndak ada, laporan hasil pengawasan.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:32]

Jadi, dari sekian yang dilaporkan, yang sebetulnya fisiknya ada di
Malaysia, tapi kemudian itu tercatat ada di situ? Di TPS itu?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:41]

Berdasarkan informasi dari pengawas desa yang warga sana.
Seperti itu, Yang Mulia. Fisiknya pada hari H itu, seperti TPS 1, yang dari

(...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:51]

Dan itu juga berdasarkan laporan dari ... anu ... Bawaslu, ya?
Panwaslu yang ada di ... apa namanya ... di Kerinci itu, ya?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:55]

Ya. Karena kan, sebelum penelusuran ini, dasarnya adalah laporan
saksi partai politik kepada panwascam (...)
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:02]
He eh.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:03]

Pada tanggal tadi ... tanggal 24 apa tadi itu, mereka melakukan
penelusuran, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:07]

Ya, sekalipun DPT-nya sekian, kemudian yang ... yang terpakai
sekian. Itu kan berarti di antara sekian itu, ada yang kemudian
tercobloskan pada orang yang secara physically ada di Malaysia, kan
begitu?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:19]

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:20]
Bener kan itu (...)
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:21]

Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:22]

Laporannya?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:22]

He eh.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:23]

Ya, terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]
Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Prof? Cukup? Ya.

Baik, saya mau mengesahkan alat bukti. Pemohon menambahkan
alat bukti, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:36]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:37]
P-77 sampai dengan P-867?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:40]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]
Oke, itu disahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:43]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]

KETUK PALU 1X

Tapi, ada beberapa catatan. Bukti P-39 setelah diputar, ternyata
rusak, tidak dapat dilihat pada waktu diverifikasi. Mau diperbaiki atau
dianggap tidak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:00]

Mau kami perbaiki, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]
Perbaiki, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:01]

Ya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]
Besok pagi, ya, harus segera disampaikan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:05]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:06]

Kemudian, Bukti P-58 berupa video keterangan (ucapan tidak
terdengar jelas) juga tidak dapat dilihat. Karena apa? Itu flashdisk-nya
tidak terdaftar dalam alat bukti. Akan ditambahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:19]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]
Oke. Ya, nanti ditambahkan dalam daftar bukti, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:22]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Oke. Terus kemudian, bukti berupa video dalam flashdisk, yaitu
P-50, P-54, P-5 ... 61 tidak dapat disahkan karena video terlampir tidak

sesuai daftar alat bukti. Nanti harus diperbaiki kalau (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:38]

Siap, Yang Mulia, kami perbaiki.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:40]

Baik, ya, diperbaiki. Terus kemudian, Bukti P-36 file-nya rusak
juga. Bukti P-50, tadi sudah disebutkan, ya, besok harus diperbaiki, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:54]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

Oke, yang disahkan Bukti Tambahan P-77 sampai dengan P-86.
Yang lain itu sudah disahkan pada waktu permohonan diajukan, tapi

harus diperbaiki, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:22:12]

Siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:22:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]

Jawaban Termohon, ini Buktinya T-1 sampai dengan T-38. Dan
Bukti Tambahan T-1.A sampai dengan T-30.A, betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:22:27]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:28]

Lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Keterangan Pihak Terkait, itu ada yang belum
ditandatangani yang ini, Gerindra. Gerindra belum tanda tangan atas
nama Erfandi, Jou Hasyim, Bambang Wahyu, itu belum tanda tangan,
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nanti itu ditandatangani. Ha? Ini ... oh, Persatuan Pembangunan, sori,
ya. Namanya Wahyu Ganindra soalnya, saya kira Gerindra. PPP, itu nanti
ditandatangani, ya. Baik.

Kemudian, Pihak Terkait PPP itu mengajukan Bukti PT-1 sampai
dengan PT-4, betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bukti Partai Keadilan Sejahtera, Bukti P-1 sampai
dengan PT-20, betul? Ada catatan, PT-2 tidak terbaca. Kemudian, PT-4
juga tidak terbaca. Nanti mau diperbaiki atau dianggap tidak ada?
Diperbaiki besok, ya, bersamaan nanti pukul 09.00 WIB paling lambat,
besok pagi, ya, yang diperbaiki itu. Yang tanda tangan ... belum
ditandatangani, juga besok paling lambat pukul 09.00 WIB.

Kemudian, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa. Kuasa
Hukumnya atas nama Raden Adarmo ... Adidarmo dan Muhammad
Zainudin belum menandatangani.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN
[01:24:13]

Baik, Yang Mulia
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:13]

Ya, nanti ditandatangani. Besok paling lambat pukul 09.00 WIB.
Kemudian, buktinya hanya satu bukti, PT-1?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN
[01:24:23]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:24]

Yaitu keputusan KPU, betul?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-
05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN
[01:24:25]

Ya, benar, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:26]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Gerindra, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-5,
betul? Gerindra? Ya, PT-1 sama dengan PT-5, ya?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian Bawaslu Provinsi Jambi. Anggota Bawaslu Indra
Tritusian belum tanda tangan. Kenapa ini belum tanda tangan?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:24:56]

Kebetulan pada hari itu lagi di luar kota, Yang Mulia. Izin nanti
kami tanda tangani.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:59]
Ya, nanti dilengkapi, ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:25:01]
Siap, siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:02]
Buktinya PK-10.1 sama dengan PK-10.115?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:25:06]
Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah selesai.
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Sekarang Perkara 67. Pemohon tidak hadir, Pihak Terkaitnya
Partai Persatuan Pembangunan. Ada, PPP? Enggak ada, ya? Ini
permohonannya dicabut ini, ya. Berdasarkan surat dari Partai NasDem,
kuasa hukumnya. Bahwa kami mohonkan pencabutan Permohonan
Nomor 67, ya? Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:19]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]
Gimana?

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:21]

Ya, kami dari Pihak Termohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]
He em.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:23]

Mohon izin untuk tetap membacakan Jawaban.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:26]

Tidak perlu dibacakan. Dianggap telah dibacakan, nanti disahkan
juga bukti-buktinya.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:32]

Ya. Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

Ya, ya. Baik.
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KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:23]

Ya, Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:34]

Tetap ... apa ... Keterangan Termohon tetap kita pertimbangkan,
ya. Kemudian nanti buktinya juga kita sahkan, tapi tidak perlu dibacakan.
Orangnya enggak ada, musuhnya mau diapain? Nanti musuh setannya
yang anu.

KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR
KUMALAWATI [01:26:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:53]

Ya. Atau mau nyanyi? Suaranya kayaknya bagus tadi, serak-serak
basah. Penyanyi jazz atau blues? Blusukan.

Baik, sekarang Perkara 110, Partai Persatuan Pembangunan,
Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya.

Termohon, silakan.

Ini ada 2 dapil, yang satu dicabut, ya, PPP? Yang satu masih
berjalan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:27:39]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:40]
Oke. Silakan, Termohon.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:27:44]

Ya. Izin, Yang Mulia.
Saya Allan Fatchan dari Firma Hukum HICON. Izin untuk
menyampaikan Jawaban Termohon terhadap (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA
[01:27:52]

Perkara Nomor 110 yang dimohonkan oleh Pemohon (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:54]
Ya, yang dapil sudah dicabut, tidak perlu dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA
[01:27:55]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:57]
Dianggap telah dibacakan, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA
[01:27:58]

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan
untuk wilayah Provinsi Jambi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:02]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:02]

Yang sudah dicabut, izin tidak kami bacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:07]

Eksepsinya dibacakan saja, sesuai, ya.



762.

763.

764,

765.

766.

767.

768.

769.

770.

96

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:08]

Kami hanya akan menjawab sepanjang berkaitan dengan
pemilihan DPR RI.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:12]
He eh.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:13]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:13]
Eksepsinya dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:15]

Baik. Kami ada tiga Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:17]

Tapi dari tiga Eksepsi itu, kami akan bacakan satu Eksepsi di
halaman 6, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:24]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:25]

I angka 2.



771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

97

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:26]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:27]

Bahwa dalil pokok permohonan kabur. Terhadap dalil pokok
permohonan Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 7 terkait
dengan pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan
Provinsi Jambi, tidak jelas dan kabur karena tidak spesifik menyebutkan
locus, alasan, atau argumentasi, hingga bukti yang mendukung,
melainkan hanya berupa asumsi bahwa Termohon telah salah melakukan
penghitungan, sehingga terjadi perpindahan suara milik Pemohon
kepada Partai Garuda pada Dapil Jambi sebesar 6.600 suara.

Kemudian, langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:29:04]

Pada halaman 15.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:09]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:29:09]

Angka 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon pada
pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan
berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI. Tabel persandingan
perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian
Keanggotaan DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Jambi, Partai Politik Partai
Persatuan Pembangunan menurut Termohon=58.114, kemudian untuk
Partai Garuda menurut Termohon=6.729.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:40]

Oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:29:40]

Ini jelas berbeda dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:44]
Ya. Pemohon hanya 64 dan 129 itu, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:29:47]

Ya. Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:48]
Oke, terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:29:50]

Bahwa di Tingkat Provinsi Jambi pada saat pelaksanaan rapat
Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi
Jambi pada tanggal 9 sampai dengan 14 Maret 2024, tidak ada
keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan
perolehan suara pemilihan DPR RI di Tingkat Provinsi Jambi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:07]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:08]

Kemudian, untuk selanjutnya pada angka 3, Yang Mulia, halaman
16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:12]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:13]

Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat
Provinsi Jambi juga dihadiri oleh saksi Pemohon, sebagaimana Surat
Mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Provinsi Jambi Nomor 359 dan seterusnya. Sepanjang pelaksanaan Pleno
tersebut, tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap

perolehan suara Partai Garuda untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil
Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jambi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:41]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:42]

Untuk halaman 16 sampai halaman 27, sepanjang angka 4 sampai
dengan angka 14 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:48]
Dianggap dibacakan, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:48]

Itu adalah penjelasan masing-masing rekapitulasi di tingkat
kabupaten, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:53]

Ada 9 kabupaten dan 2 kota di Jambi. Kami anggap untuk
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:58]

Ya.



794,

795.

796.

797.

798.

799.

800.

801.

802.

100

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:59]

Kami langsung pada halaman 27 angka 15.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:05]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:07]

Bahwa berdasarkan proses dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap kecamatan dalam
wilayah kabupaten, tidak ditemukan adanya pengurangan, perpindahan,
pergeseran, maupun migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda
di Dapil Provinsi Jambi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:22]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:23]

Kemudian, langsung ke Petitum (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:25]
Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:25]

Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:26]
Ya, karena yang ... ini yang DPRD dicabut, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:29]

Ya. Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:29]
Oke. Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:30]

Di halaman 45.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:32]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:33]

Berdasarkan hal-hal dan fakta di atas, Termohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk

seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor
360 Tahun 2024.

Tiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum
Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan sebesar 58.114,
kemudian Partai Garda Republik Indonesia sebesar 6.729.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:21]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu ... oh, Golkar dulu, Pihak Terkait Golkar.
Enggak ada? Enggak ada, baik. Karena mungkin dikira dicabut semua
itu. Ya, tidak ada.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu hanya yang berkenaan dengan DPR,

ya.
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BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:32:41]
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]
Ya.

BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:32:42]

Untuk Keterangan terkait Perkara 110 ini, nanti akan disampaikan
oleh kawan-kawan dari Bawaslu Provinsi Jambi, disilakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:51]
Ya, silakan.

BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:32:53]
Izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]
Ya.

BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:32:57]

Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi. Bahwa Bawas ...
Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan terhadap Pleno
rekapitulasi hasil penghitungan surat suara Tingkat Provinsi Jambi pada
tanggal 8 sampai dengan 14 Maret tahun 2024 yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32 dan seterusnya, yang pada
pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan
dari saksi terkait adanya dugaan perpindahan suara, sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon.

Dua. Bahwa perolehan suara partai politik peserta pemilu
berdasarkan Form D.Hasil Provinsi DPR RI Dapil Jambi, Partai Garuda
mendapatkan suara sebanyak 6.729 suara dan Partai PPP mendapatkan
suara sebanyak 58.114 suara. Dapat dilihat pada Bukti PK-10-2,
sebagaimana disebutkan dalam Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi
Jambi, pada halaman 3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:58]

Oke.
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BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:33:59]

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:00]

Ya. Cukup, ya, berkenaan dengan provinsi.

Baik. Yang Mulia, ada? Cukup.

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-3 sampai dengan P-151?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA
[01:34:24]

Ya. Benar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:25]

Baik. Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-277?

KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:34:32]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:33]

Kemudian Bawaslu, PK-10.1 sampai dengan PK-10.70.C, betul?
Bawaslu, PK-10.1 sampai dengan PK-10.70.C?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:49]
Ya. Tapi, Yang Mulia, itu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:52]
Untuk seluruhnya, kan?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:52]
Yang sudah dicabut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:53]

Ha?
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BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:53]
Yang sebelumnya dicabut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:54]
Ya, untuk seluruhnya, kan?

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:55]
Untuk seluruhnya, betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:56]

Terus kalau yang untuk DPR saja? Tapi, ini kita sahkan, nanti kita
split, ya.

BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:03]
Baik, sebentar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:03]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:04]
Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:04]
Coba yang untuk DPR saja.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA
[01:35:06]
Mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:09]

Dari mana?
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NOMOR 110-01-17-
KAUTSAR PRADANA

Dari Pemohon. Konfirmasi tanggal 7 Mei, kita ada masuk Bukti

Tambahan P-150 dan P-151.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:17]
Lha, ya, sudah tadi.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA
[01:35:19]
Tadi baru P-3 sampai (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:20]
P-3 sampai dengan P-151.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
05/PHPU.DPR-DPRD-XXI1/2024: DEGA
[01:35:23]
Oh, sudah, ya. Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:23]
Sudah.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA
[01:35:24]

Ya, terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:25]

NOMOR 110-01-17-
KAUTSAR PRADANA

NOMOR 110-01-17-
KAUTSAR PRADANA

NOMOR 110-01-17-
KAUTSAR PRADANA

Mungkin karena sudah agak malam, enggak dengar.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA
[01:35:27]
Ya, baik, Yang Mulia.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:32]
Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]
Ya.
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:33]
Bukti PK-10-1 sampai PK-10-2, dua alat bukti.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:37]
Hanya dua?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:38]
Ya, dua.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:40]
PK-10-2, ya?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:41]
Ya, 10-1 dan 10-2.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]
Tapi yang lain dianggap juga ... anu ... sudah disahkan, ya?
BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:46]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:46]

Baik, seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.
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KETUK PALU 1X

Ya, ini sambil menunggu Prof. Enny ke toilet karena tidak bisa
diwakilkan. Ini penundaan sidangnya, saya baca pelan-pelan.

Perkara 08, Perkara 73, Perkara 67, dan perkara 110 untuk PHPU
Kalimantan Utara dan Jambi Tahun 2024, ya. Hasil seluruh rangkaian
pemeriksaan, baik pada  waktu Pemohon  menyampaikan
Permohonannya, Jawaban Termohon, Jawaban Pihak Terkait, dan
Bawaslu, serta seluruh alat bukti yang sudah disahkan, nanti akan kita
bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan
orang Hakim untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya, bisa berupa
perkara dilanjutkan ke persidangan pembuktian. Nanti di dalam
pembuktian, Para Pihak bisa menambahkan alat bukti tambahan, ya.
Kemudian, bisa memperkuat alat bukti tambahan itu dengan 5 orang
saksi. Masing-masing nomor, 5 orang saksi dan 1 ahli. Jadi ada 6, 5 saksi
dan satu ahli. Tapi kalau misalnya hanya ada ... ada 3 saksi, ya, boleh,
tapi ini maksimal 5 orang saksi dan 1 orang ahli. Kalau tidak ada ahlinya,
juga enggak apa-apa. Tapi alat bukti tertulisnya, silakan ditambahkan.

Jadi untuk yang dilanjutkan, itu nanti persidangannya akan dimulai
27 Mei sampai 4 Juni. 27 Mei sampai 4 Juni. Untuk yang hadir pada
malam hari ini, kapan hari sidang lanjutan ... kalau dilanjutkan, itu akan
diberitahukan oleh Kepaniteraan secara resmi melalui surat, ya.

Kemudian, untuk perkara yang tidak dilanjutkan, itu sudah
langsung diputus. Nanti putusannya sekitar tanggal 20, 21, atau tanggal
22 langsung sudah diputus, tidak perlu dilanjutkan. Tapi yang dilanjutkan
supaya mempersiapkan diri, menambah alat bukti, dan saksi, dan ahli,
ya.

Dari Pemohon, sudah bisa dipahami?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA
[02:27:25]

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:27]

Apa? Belum dengar?
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857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-
05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA
[02:27:28]

Cukup, Yang Mulia.
858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:33]

Oh, saya kira belum dengar.

Termohon? Cukup, ya. Yang ngomong, kok di belakang? Yang
cukup di belakang, ya, sudah. Yang depan belum cukup? Oh,
sudah. Ya, mewakili.

Pihak Terkait, confirm, ya?

Baik. Kalau begitu, sidang sudah selesai. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.41 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
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